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SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 32 /UNJANI/VII/2021

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama . Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.

NID . 412155478

Jabatan : Wakil Rektor | Bidang Akademik

Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Achmad Yani (041021)

Menerangkan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25
Februari 2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi, Surat Edaran terlampir.

2. Universitas Jenderal Achmad Yani telah mengajukan permohonan Akreditasi
Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) ke BAN-PT pada tanggal 22 April 2014,
tanda terima terlampir.

3. Sesuai butir 5 Surat Edaran tersebut di atas Perguruan Tinggi wajib
mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)
secara tengkap ke BAN-PT paling fambat 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal 10 Agustus 2014.

4. Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) telah mendapat Akreditasi
Institusi sejak tanggal 27 Desember 2016 (Terakreditasi B), sertifikat
tertampir.

Demikian surat keterangan ini,agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 7 Juli 2021
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SURAT EDARAN
NOMOR 194/E.E3/AK/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1.

Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

2. Koordinator Kopertis Wilayah | — XIV

3.

Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal
10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

ix

Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin
penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012
dinyatakan tetap berlaku;

. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagéimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap

berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah
memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum
akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.

. Dalam rentang wakiu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014

sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat
permohonan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.

. Setelah tanggal 10 Agustus '2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi

Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin
pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam

rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agutus 2014 sebagaimana dimaksud pada
angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara
lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.

. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5

(lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi
akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut
tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.

. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak

mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin
pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
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10.

. Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan

memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin
diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.

. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada

angka 8 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada
BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT
sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT
sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh
BAN-PT maka:

a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk
akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau
ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi

b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang
lama.

11. Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran ini disampaikan untik dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS.
Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang
bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

-

25 Februari 2014
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan :

e B

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;

Para Pejabat Eselon | di lingkungan Kemdikbud;

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;

Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.
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Diterima dari

Ditujukan Kepada

TANDA TERIMA :
s Wy - jendem  ACh wad YA
G tua DAH-PT

Jumlah Rincian
| el | Q¢ to o1 {0/ 1950 - 9 agu«ins 1970
gwcréﬂ’

: P(luwbiwmcm /I((C(?d'!lrﬂh‘ 1’4”\]\7[/1‘

L
\ \= X F HOMM\«
\:‘#&‘ uan 1Y j::;ﬂ-, M eiiiaseneaaaass ;)
: 0} 0
Telp H }éég Jo

B WNARS|H









